Jakarta-MONITOR: M.
Julian Manurung, Ketua
Umum FKI1 mengatakan pada
wartawan di Jakarta, kasus
Banjir Kanal Timur (BK'T) akan
bergulir lagi, bahkan tingkat-
nya kali ini sudah serius
karena sudah dilaporkan FKI11
kepada Komisi Pemberantas-
an Korupsi1 (KPK) sejak 5
Januar 2006, bahkan Gu-
bernur DK Sutiyoso diduga
telah menggelapkan uang
pembebasan  lahan BKT
senilal Rp. 10 Miliar.

Sejak dicanangkan proyek
Banjir Kanal Timur (BKT)
hingga Kini pembayaran ganti
rugi pembebasan lahan yang
terkena proyek BKT, masih
banyak yang tersendat dan
bermasalah. Penyebabnya
tidak sesuar pembayaran la-
han dengan vang ditentukan,
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Mencuatnya masalah ini,
berawal saat pembayaran
proyek BKT di Jalan Segara
Makmur, Marunda, Kec.
Cilincing, Kodya Jakarta Uta-
ra, bersertifikat SHM No, 566/
Marunda, yvang asal dan
mutasi SHM No. 52/Bekasi
ternyata ditemukan palsu
atau udak terdaftar saat
dialihkan kKepada seorang
bernama Hery Pratiknyo dari
kaganjilan ini yang sampai ke
Forum Komunitas Indone-
sia Satu (FKIT).

Dengan adanya rekayasa
dalam pembebasan lahan,
maka para penggarap tanah
melaporkan kepada FKII,
“Kita mendapat laporan dari
penggarap tanah tersebut
bahwa ada rekayasa pembe-
basan lahan proyek BKT
sesum dengan akta jual bel,
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Gubernur DKI Diduga Gelapkan Dana BKT Rp 10 M

para penggarap sebenarnya
mendapat Kompensas: Rp. 10
nbw/m2, tetapi faktanya me-
reka hanya tenma Rp. 40 -20
nbw/m2,” ujar M. Julian Ma-
nurung Ketua FKI1 di Jakarta
pekan lalu,

Sesum dengan Keppres
No.55/1993 maupun Peppres
No. 36/2005, klasifikasi harga
ganti rugi tanah untuk
kepentingan publik yang
bersertifikat hak milik dibayar
90%, sertifikat hak bangunan
B80%, sertifikat hak pakai 60%
dan tanah negara 25%, semua
presentasinya dihitung dan
harga Sertihikat Hak Milik.

sebagm Ketum FKIL, M.
Julian Manurung menambah-
kan, “Terdapat kejanggalan
lainnya pada surat ukur
sertifikat asal ymtu SHM No.
22/Bekasi dengan luas lahan

2500 ha yang dinyatakan
hilang, namun lembaran lain
dari Sertifikat itu ada, dan
batas-batas tanahnya disebut
secara jelas, tak hanya itu luas
tanahnya pun berubah men-
jadh 23,525 m2," jelasnya.
Menurutnya, ini semua me-
munculkan pertanyaan besar,
adanya permainan oknum-
oknum di tingkat Wahkota
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DKI sebagal penanggung
jawab proyek penanggu-
langan banjr DKL,

Ketika ditanyakan, apa-
kah kasus i sudah diselidiki
KPK, Julian bahkan merasa
aneh, "Kenapa KPK belum
menmindak lanjuti laporannya,
Kita tetap berusaha masalah
ini agar bisa diungkap Siapa
yang harus bertanggung
jawab,” ujarnya. O ism




